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ABSTRACT

Vital land records play an important role in supporting land administration and the
provision of administrative evidence when the Ministry of Agrarian Affairs and
Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is involved in court
proceedings. This study aims to analyse the quality of vital records management in
terms of governance, human resources, and facilities and infrastructure; identify
the factors that hinder its implementation; and examine its implications for the
readiness and availability of administrative evidence. This study employed a
descriptive qualitative design supported by descriptive analysis of quantitative
secondary data. Data were collected through in-depth interviews with nine
informants, limited observations at the General Affairs Bureau of the Ministry of
ATR/BPN and the FEast Jakarta Administrative City Land Office, and
documentation studies covering regulations, monitoring and evaluation reports,
archivist data, and land case data. The data were analysed through data reduction,
data display, and conclusion drawing.

The results indicate that Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 2 of 2026
provides a regulatory basis for managing physical and electronic records
throughout their life cycle. Among the 86 work units involved in the assistance
programme, several indicators improved after the assistance was provided.
Compliance with records-list requirements increased from 7.0% to 96.5%, records
arrangement increased from 53.5% to 100%, records digitisation reached 82.6%,
records-management competency reached 97.7%, and SRIKANDI implementation
increased from 32.6% to 81.4%. Nevertheless, vital records management has not
been fully optimised. Of the 570 work units, only 132 had archivists, while 438 had
no archivists. Preventive preservation facilities also remained limited, and the
technical capacity of personnel was uneven. These conditions may increase the risk
of delayed retrieval, incomplete or inconsistent records, and difficulties in tracing
administrative histories, thereby limiting ATR/BPN’s readiness to provide
administrative evidence. This study did not causally examine the effect of records
management on court decisions. Therefore, the identified implications should be
understood as potential risks to evidentiary readiness rather than as direct
determinants of case outcomes.

Keywords: vital records, records management, ATR/BPN, land administration,
legal evidence.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan administrasi
publik karena berfungsi sebagai rekaman resmi atas seluruh aktivitas kelembagaan,
baik dalam bentuk kebijakan, pelayanan, maupun pengambilan keputusan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai
rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi, maupun perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip tidak
hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas,
transparansi, serta alat pembuktian hukum yang memiliki kekuatan formal. Dalam
perihal tata kelola pemerintahan, arsip berfungsi sebagai memori organisasi yang
mendukung proses perencanaan, pengawasan, evaluasi kebijakan, serta perlindungan
hak-hak hukum warga negara.

Pengelolaan arsip yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya
administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Arsip yang tertata secara
sistematis memungkinkan lembaga menyediakan informasi yang autentik, lengkap, dan
dapat diakses secara cepat ketika dibutuhkan. Sebaliknya, manajemen arsip yang tidak
efektif berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan akuntabilitas
organisasi, serta menghambat ketersediaan informasi yang diperlukan untuk
kepentingan administratif maupun litigasi (Touray, 2021;Mufidati & Wijayanti, 2021).
Oleh karena itu, pengelolaan arsip tidak dapat dipandang sebagai aktivitas teknis
semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).

Dalam sektor pertanahan, peran arsip menjadi semakin strategis karena
berkaitan langsung dengan kepastian hukum hak atas tanah. Lembaga pertanahan di
Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, dan melayani
administrasi pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan
(UUPA), yang menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UUPA, 1960).

Implementasi penguasaan negara tersebut dilaksanakan melalui Kementerian Agraria



dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan.
Dasar hukum keberadaan ATR/BPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2020 yang menegaskan peran strategis lembaga ini dalam menjamin kepastian hukum
atas tanah melalui penetapan hak, pemeliharaan data pertanahan, penataan ruang, serta
penyelesaian konflik agraria.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, ATR/BPN menghasilkan dan mengelola
berbagai jenis arsip pertanahan yang memiliki nilai administratif, hukum, dan ekonomi
yang tinggi. Arsip tersebut antara lain berupa Gambar Ukur (GU)!, Surat Ukur (SU)?,
Buku Tanah (BT)’ dan juga Warkah* yang menjadi dasar legalitas hak atas tanah.
Arsip-arsip ini termasuk dalam kategori arsip vital, yaitu arsip dinamis yang
mengandung informasi esensial mengenai hak, kewajiban, aset, dan tanggung jawab
hukum suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Arsip Vital, arsip vital merupakan arsip yang tidak tergantikan
(irreplaceable) karena kehilangan atau kerusakannya dapat mengakibatkan
terganggunya keberlangsungan fungsi organisasi. Dalam bidang pertanahan, arsip vital
berfungsi sebagai salah satu sumber bukti dalam menjelaskan kepemilikan, status
hukum, dan riwayat administrasi suatu bidang tanah. Ketersediaan, keutuhan, dan
autentisitas arsip dapat mendukung ATR/BPN dalam menyediakan bukti administratif
ketika menghadapi sengketa pertanahan di pengadilan. Namun, arsip tersebut tidak
secara tunggal menentukan hasil perkara karena hakim tetap menilainya bersama alat
bukti lain dan fakta yang terungkap dalam persidangan (Arianti, 2024).

Penetapan suatu arsip pertanahan sebagai arsip vital tidak hanya didasarkan
pada nama atau jenis dokumennya, tetapi harus melalui proses identifikasi berdasarkan
fungsi, substansi informasi, aspek hukum, dan risiko yang timbul apabila arsip tersebut
hilang atau rusak. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026

menetapkan bahwa arsip dapat dikategorikan sebagai arsip vital apabila keberadaannya

1 Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi
sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimut ataupun sudut jurusan
(Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).

2Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

3 Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya

4Warkah adalah dokumen atau kumpulan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dalam pendaftaran tanah dan
pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang memuat data yuridis serta riwayat hak atas tanah, dan disimpan
sebagai bagian dari arsip pertanahan di kantor pertanahan



menjadi prasyarat bagi keberlangsungan instansi dan tidak dapat digantikan secara
administratif maupun hukum, diperlukan untuk menjamin kelangsungan operasional
atau rekonstruksi setelah terjadi bencana, berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset, atau
berkaitan dengan kebijakan strategis instansi. Penetapannya dilakukan melalui analisis
organisasi, pendataan, analisis hukum, analisis risiko, dan penyusunan Daftar Arsip
Vital.

Berdasarkan kriteria tersebut, Buku Tanah dapat ditetapkan sebagai arsip vital
karena memuat data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang telah dibukukan
haknya. Buku Tanah berfungsi sebagai rekaman resmi mengenai subjek hak, objek hak,
jenis hak, dan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap hak atas tanah. Kehilangan
atau kerusakan Buku Tanah dapat menghambat pemeliharaan data pendaftaran tanah,
pemeriksaan kesesuaian data dengan sertipikat, penelusuran riwayat hak, serta
penyediaan informasi ketika terjadi sengketa. Dengan demikian, nilai vital Buku Tanah
terletak pada fungsi administratif dan hukumnya serta kesulitan untuk merekonstruksi
informasi apabila dokumen tersebut hilang. Fungsi Buku Tanah sebagai dokumen yang
memuat data fisik dan data yuridis juga telah dijelaskan dalam naskah penelitian.

Surat Ukur dapat ditetapkan sebagai arsip vital karena memuat data fisik bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian, khususnya mengenai letak, luas, dan batas bidang
tanah. Surat Ukur berfungsi untuk mengidentifikasi secara spasial objek hak yang
dicatat dalam Buku Tanah dan dicantumkan dalam sertipikat. Kehilangan Surat Ukur
dapat menyulitkan pemeriksaan kesesuaian antara data yuridis dengan keadaan fisik
bidang tanah, menghambat pemeliharaan data, dan mempersulit penelusuran apabila
terjadi perbedaan luas, batas, atau letak bidang tanah. Oleh karena itu, Surat Ukur
memenuhi kriteria vital karena diperlukan dalam keberlangsungan pelayanan
pendaftaran tanah dan dapat mendukung pembuktian mengenai identitas fisik objek
sengketa.

Gambar Ukur dapat ditetapkan sebagai arsip vital karena merupakan dokumen
teknis yang merekam hasil pengukuran langsung di lapangan, seperti bentuk bidang,
jarak, sudut, situasi sekitar, dan data teknis lainnya. Gambar Ukur menjadi dasar
penyusunan Surat Ukur sekaligus menyediakan jejak teknis yang memungkinkan hasil
pengukuran diperiksa atau direkonstruksi kembali. Apabila Gambar Ukur hilang atau
tidak lengkap, proses verifikasi terhadap prosedur dan hasil pengukuran dapat
terganggu, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan batas bidang, luas tanah, atau

tumpang tindih pengukuran. Dengan demikian, nilai vital Gambar Ukur berasal dari
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fungsinya sebagai sumber data teknis yang sulit digantikan dan sebagai penghubung
antara kondisi lapangan dengan data fisik yang tercantum dalam Surat Ukur.

Adapun warkah merupakan dokumen atau kumpulan dokumen yang menjadi
dasar pelaksanaan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Warkah
dapat memuat surat permohonan, alas hak, identitas pemohon, akta peralihan, berita
acara pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak, dan dokumen pendukung lainnya.
Fungsi utamanya adalah merekam dasar, prosedur, dan riwayat administratif yang
melatarbelakangi penerbitan atau perubahan suatu hak atas tanah. Kehilangan atau
ketidaklengkapan warkah dapat memutus rangkaian informasi mengenai asal-usul hak
dan menyulitkan ATR/BPN dalam menjelaskan dasar penerbitan suatu keputusan
administrasi. Namun, tidak setiap lembar yang terdapat dalam warkah secara otomatis
harus disebut arsip vital secara tersendiri. Penetapan dilakukan terhadap seri atau berkas
yang memenuhi kriteria vital berdasarkan kandungan informasi, akibat hukum, dan
risiko kehilangan.

Keempat jenis arsip tersebut saling berkaitan dalam sistem pendaftaran tanah.
Warkah merekam dasar yuridis dan proses permohonan, Gambar Ukur mereckam hasil
pengukuran lapangan, Surat Ukur menyajikan data fisik bidang tanah, sedangkan Buku
Tanah membukukan data fisik dan data yuridis hak atas tanah. Karena sistem
pendaftaran tanah di Indonesia memungkinkan data dalam sertipikat dibuktikan
sebaliknya, informasi yang tercantum dalam sertipikat harus dapat ditelusuri kembali
kepada dokumen administrasi yang menjadi dasar penerbitannya.

Meskipun secara fungsi Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, dan warkah
memenuhi sejumlah kriteria arsip vital, penyebutannya sebagai arsip vital resmi
ATR/BPN tetap harus didasarkan pada hasil identifikasi dan Daftar Arsip Vital yang
ditetapkan oleh pejabat berwenang. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2
Tahun 2026 menyatakan bahwa hasil identifikasi Arsip Vital Kementerian ATR/BPN
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Oleh sebab itu, penelitian sebaiknya
tidak menyatakan bahwa seluruh jenis dokumen tersebut otomatis merupakan daftar
arsip vital resmi, kecuali telah didukung dengan Keputusan Menteri atau Daftar Arsip
Vital unit kerja yang berlaku

Kekhususan arsip vital terletak pada nilai hukumnya yang tinggi serta
keterkaitannya dengan perlindungan hak masyarakat dan aset negara. Kehilangan,
kerusakan, atau ketidaklengkapan arsip pertanahan dapat menghambat penelusuran

riwayat administrasi tanah dan penyediaan dokumen dalam proses pembuktian. Kondisi
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tersebut berpotensi mengurangi kesiapan ATR/BPN dalam menjelaskan dasar
penerbitan atau perubahan suatu hak atas tanah, tetapi tidak dapat secara langsung
disimpulkan sebagai penyebab menang atau kalahnya suatu perkara. Dalam Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 dijelaskan bahwa pengelolaan arsip
di lingkungan ATR/BPN meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan
Arsip, Alih Media Arsip dan Penyusutan Arsip. Pengelolaan arsip bertujuan untuk
menjamin pengamanan arsip serta meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan
data. Pemanfaatan sistem informasi pengarsipan berbasis digital menjadi strategi
penting dalam meningkatkan efektivitas, keamanan, dan ketersediaan arsip pertanahan
sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum (Febby Ardi Wicaksono, 2023)

Namun, secara empiris pengelolaan arsip di Kementerian ATR/BPN masih
menunjukkan berbagai permasalahan. Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi
Tata Naskah Kearsipan (Monev TNK) mengenai Pengelolaan Arsip oleh Tim 3 Tata
Naskah dan Kearsipan Bulan September Tahun 2025, rata-rata tingkat kesesuaian
pengelolaan arsip di lingkungan ATR/BPN hanya mencapai 21,26% yang
menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja belum memenuhi standar kearsipan
yang ditetapkan. Aspek yang dinilai dalam monev meliputi 12 aspek yaitu daftar arsip,
penataan arsip, penyimpanan arsip sesuai standar, alih media, pemusnahan arsip,
jumlah arsiparis, jumlah pengelola arsip, jumlah yang telah mengikuti uji kompetensi,
sarana prasarana, peralatan kearsipan, naskah dinas yang sesuai, dan penggunaan
aplikasi SRIKANDI. Data monev juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% satuan
kerja yang memiliki arsiparis bersertifikat dan baru 11% yang menggunakan aplikasi
SRIKANDI secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kompetensi teknis
sumber daya manusia serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan arsip.

Selain itu, kekurangan pada pengelolaan arsip juga tercermin dari minimnya
pelaksanaan pemusnahan arsip sesuai prosedur yang baru dilakukan oleh sekitar 20%
satuan kerja. Akibatnya terjadi penumpukan arsip fisik, risiko kehilangan dan/atau
kerusakan arsip vital, serta kesulitan dalam penelusuran dokumen ketika dibutuhkan.
Berdasarkan rekapitulasi hasil monev pemenuhan aspek sumber daya kearsipan berada
di angka 42,25%, sedangkan aspek sarana dan prasarana dengan persentase rata-rata
pemenuhan baru mencapai 0,78%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di
ATR/BPN masih jauh dari kategori ideal yaitu arsip yang mudah diakses, lengkap,

autentik, serta aman dari kerusakan fisik maupun manipulasi digital (Arianti, 2024).



Hasil monitoring terhadap 86 satuan kerja di delapan provinsi juga
menunjukkan bahwa hanya 10 satuan kerja yang memperoleh kategori “Sangat Baik”
hingga “Baik”, sementara sebagian besar berada pada kategori “Cukup” hingga
“Kurang”. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh lemahnya dokumentasi bukti
dukung, keterlambatan pengunggahan data, serta minimnya koordinasi antar-satuan
kerja. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan pengelolaan arsip tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan tata kelola organisasi, sistem
pengendalian internal, serta budaya kerja di bidang kearsipan. Dokumentasi yang tidak
lengkap menunjukkan bahwa proses pencatatan arsip belum dilaksanakan secara
sistematis dan berkelanjutan, sedangkan keterlambatan unggah data menunjukkan
rendahnya kepatuhan terhadap prosedur digitalisasi.

Manajemen arsip yang kurang efektif tidak hanya berdampak pada kinerja
administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko dalam proses pembuktian
hukum. Touray (2021) menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang buruk dapat
menimbulkan ineffectiveness and inefficiency in service delivery serta meningkatkan
risiko hilangnya informasi penting. Dalam konteks ATR/BPN, arsip yang rusak, hilang,
tidak lengkap, atau sulit ditemukan dapat menghambat penyiapan dokumen,
penelusuran riwayat tanah, dan penyampaian bukti administratif kepada bagian yang
menangani perkara. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas penyajian bukti,
tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan hasil putusan
pengadilan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Informan 5 dan
Informan 6 dari Direktorat Jenderal VII Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.
Kedua informan menjelaskan bahwa ketidaktersediaan atau ketidaklengkapan arsip
dapat menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena unit yang
menangani perkara harus mengandalkan peraturan perundang-undangan dan alat bukti
lain yang tersedia. Kondisi tersebut juga dapat memperpanjang proses penyiapan
dokumen dibandingkan apabila arsip pertanahan dapat ditemukan dan disajikan secara
lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan pengelolaan arsip berpotensi
membatasi kesiapan ATR/BPN dalam menyediakan bukti administratif, tetapi tidak
dapat diposisikan sebagai penyebab langsung menang atau kalahnya suatu perkara
(Wawancara dengan Informan 5 dan Informan 6, 2026).

Beberapa kasus perkara agraria menunjukkan bahwa pemerintah berada pada
posisi lemah karena arsip fisik tidak lengkap atau tidak sinkron dengan data elektronik.

Kelemahan administratif tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum
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terhadap aset negara. Pembuktian di pengadilan tidak hanya menimbulkan kerugian
hukum, tetapi juga kerugian finansial, hilangnya aset tanah negara, serta menurunnya
kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem pertanahan nasional. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan arsip vital merupakan komponen kunci dalam sistem
tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pengelolaan arsip yang baik
mendukung penerapan prinsip good governance melalui peningkatan transparansi,
akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik (Arif, Bawono, & Nurkumalawati,
2025)

Dengan demikian, arsip pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
administratif, tetapi juga sebagai salah satu sumber bukti dalam penyelesaian perkara
pertanahan. Pengelolaan arsip yang tidak sistematis berpotensi menghambat
ketersediaan, autentisitas, keutuhan, konsistensi, dan keterlacakan dokumen yang
diperlukan dalam proses pembuktian. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesiapan
ATR/BPN dalam menyediakan dan menjelaskan bukti administratif, tetapi tidak secara
langsung menentukan kuat atau lemahnya posisi negara maupun hasil putusan
pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengelolaan arsip vital di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta implikasinya
terhadap kesiapan dan ketersediaan alat bukti dalam perkara pertanahan melalui
penelitian berjudul “Analisis Pengelolaan Arsip Vital Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Implikasinya Terhadap Pembuktian

di Pengadilan.”

. Rumusan Masalah

Pengelolaan arsip vital di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran strategis karena arsip
pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai
alat bukti hukum dalam penyelesaian perkara pertanahan di pengadilan. Arsip seperti
Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah, dan Warkah menjadi dasar utama dalam
pembuktian legalitas hak atas tanah, baik bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena
itu, kualitas pengelolaan arsip vital secara langsung menentukan kuat atau lemahnya
posisi hukum negara dalam proses litigasi pertanahan. Namun, berdasarkan hasil
Laporan Monitoring dan Evaluasi Tata Naskah Kearsipan (Monev TNK) mengenai
Pengelolaan Arsip oleh Tim 3 Tata Naskah dan Kearsipan Bulan September Tahun
2025, kualitas pengelolaan arsip di berbagai satuan kerja ATR/BPN masih



menunjukkan capaian yang relatif rendah terutama pada aspek pemanfaatan teknologi
informasi, ketersediaan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten, serta
dukungan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya
pengendalian arsip, keterlambatan akses informasi, potensi kehilangan data vital, serta
rendahnya kesiapan lembaga dalam menyediakan bukti autentik ketika menghadapi
sengketa pertanahan di pengadilan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip vital tidak hanya
menjadi persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek
akuntabilitas kelembagaan, efektivitas tata kelola, serta kemampuan negara dalam
mempertahankan asetnya secara hukum. Rendahnya kualitas pengelolaan arsip
berpotensi melemahkan sistem perlindungan hukum terhadap aset negara dan
meningkatkan risiko kekalahan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu,
diperlukan kajian yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan arsip vital di
ATR/BPN serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian negara dalam
penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pengelolaan arsip vital di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan aspek tata kelola, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana kearsipan?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan arsip vital di satuan kerja
ATR/BPN belum berjalan secara optimal?

3. Bagaimana implikasi terhadap kesiapan maupun ketersediaan alat bukti

administratif?

. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis kualitas pengelolaan arsip vital di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan aspek tata kelola, sumber
daya manusia, serta sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung administrasi
pertanahan.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan

arsip vital di satuan kerja ATR/BPN sehingga belum berjalan secara optimal.



3. Menganalisis implikasi terhadap kesiapan maupun ketersediaan alat bukti

administratif.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa administrasi
pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai
penopang kepastian hukum. Arsip vital seperti Gambar Ukur, Buku Tanah, Surat
Ukur dan Warkah merupakan rekaman resmi yang menjadi dasar pembuktian hak
atas tanah di pengadilan (legal memory system). Oleh karena itu, kualitas
pengelolaan arsip pertanahan berpengaruh langsung terhadap kekuatan pembuktian
hukum. Pengelolaan yang baik meningkatkan autentisitas, integritas, keterlacakan,
dan ketersediaan arsip sebagai unsur pendukung pembuktian
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi kalangan akademisi dan peneliti
sebagai sumber rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang administrasi
pertanahan, manajemen arsip vital, dan hukum agraria. Hasil penelitian ini dapat
memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara kualitas pengelolaan
arsip dengan kekuatan pembuktian hukum, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
dasar dalam penelitian lanjutan yang membahas digitalisasi arsip, integritas data,
serta risiko hukum dalam administrasi pertanahan. Temuan penelitian ini juga dapat
dimanfaatkan dalam kegiatan akademik, seperti pengembangan bahan ajar dan studi

kasus dalam pembelajaran administrasi dan hukum pertanahan.

E. Batasan Penelitian
Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari fokus
permasalahan, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan arsip vital di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya arsip
yang berkaitan langsung dengan pembuktian di pengadilan.

2. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini mencakup pengelolaan arsip vital yang

ditinjau dari unsur keutuhan, keaslian, ketersediaan, konsistensi, serta keterlacakan



arsip yang termasuk dalam aspek tata kelola. Penelitian ini tidak membahas secara
mendalam aspek teknis sistem teknologi informasi atau pengembangan aplikasi
kearsipan.

. Ruang lingkup pembahasan hukum dalam penelitian ini dibatasi pada implikasi
kelemahan pengelolaan arsip terhadap pembuktian dalam perkara pertanahan di
pengadilan. Penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis sengketa pertanahan maupun
analisis yuridis putusan pengadilan secara komprehensif.

. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara kualitas pengelolaan arsip vital dan
kekuatan pembuktian hukum, serta tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja

individu pegawai atau aspek disiplin kepegawaian.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Bab V, maka dapat
disimpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN) telah memperkuat payung hukum kearsipan melalui
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini mengintegrasikan dua
model pengelolaan utama, yaitu arsip konvensional (berbasis fisik kertas) dan arsip
elektronik (berbasis digital). Pengelolaan arsip dinamis pada kedua jenis media tersebut
mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan,
pemeliharaan, hingga penyusutan untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik,
utuh, terpercaya, dan memiliki kekuatan pembuktian hukum (evidential value).

Berdasarkan pendampingan terhadap 86 satuan kerja oleh Tim 3 Tata Naskah
dan Kearsipan di Biro Umum Layanan dan Pengadaan terjadi peningkatan capaian
sejumlah indikator setelah dilakukan pendampingan:

1. Daftar Arsip: Mengalami lonjakan pemenuhan standar dari hanya 7,0% pada
kondisi awal menjadi 96,5% setelah pendampingan.

2. Penataan Arsip: Mencapai tingkat pemenuhan 100% dari kondisi awal yang hanya
sebesar 53,5%.

3. Alih Media Arsip: Sebanyak 82,6% satuan kerja telah berhasil melakukan
digitalisasi arsip pertanahan sesuai ketentuan.

4. Kompetensi & Aplikasi SRIKANDI: Pemenuhan indikator kompetensi pengelola
naik menjadi 97,7% dan implementasi aplikasi SRIKANDI meningkat dari 32,6%
menjadi 81,4%.

Meskipun aspek operasional meningkat, pengelolaan arsip vital pertanahan
secara kelembagaan belum berjalan optimal akibat beberapa hambatan struktural dasar
seperti:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Distribusi arsiparis sangat tidak
merata, di mana 76,84% satuan kerja (438 satuan kerja) belum memiliki pejabat
fungsional arsiparis sama sekali. Rasio ketersediaan arsiparis baru mencapai
26,49% (151 orang untuk 570 satuan kerja) dan mayoritas didominasi oleh jenjang
Arsiparis Terampil (94,04%).
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2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Sarpras): Tingkat pemenuhan fasilitas sarpras
kearsipan nasional masih sangat rendah (0,78%). Mayoritas satuan kerja hanya
memiliki rak penyimpanan dasar dan AC, tetapi sangat kekurangan perangkat
krusial untuk preservasi preventif seperti fire alarm system (26,7%), heat/smoke
detector (23,3%), dan dehumidifier (23,3%).

3. Kapasitas Teknis yang Belum Merata: Masih terdapat kesenjangan pemahaman
regulasi operasional di tingkat pelaksana operasional harian, sehingga fungsi arsip
sering kali hanya dianggap sebagai pekerjaan tambahan.

Arsip pertanahan (buku tanah, surat ukur, warkah, dsb.) memiliki kedudukan
strategis sebagai alat bukti tulisan yang autentik dalam hukum perdata (Pasal 1866
KUHPerdata). Tingginya beban perkara pertanahan di Indonesia (mencapai 41.364
perkara dalam rentang 2015-2026, dengan 51,06% status belum inkracht) menuntut
ketersediaan data fisik dan yuridis secara cepat dan utuh. Pengelolaan arsip vital yang
kurang optimal berpotensi memengaruhi risiko kerusakan, kehilangan, atau lamanya
waktu temu kembali dokumen pendukung perkara. Hal tersebut dapat menghambat
proses  persidangan, melemahkan posisi Kementerian ATR/BPN  dalam
mempertahankan legalitas administrasi produknya, dan berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi hak atas tanah masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menguji secara kausal
pengaruh kualitas pengelolaan arsip vital terhadap hasil putusan pengadilan. Penelitian
juga tidak melakukan perbandingan statistik antara perkara yang didukung arsip
lengkap dan perkara yang mengalami kekurangan arsip. Oleh karena itu, implikasi yang
dikemukakan dalam penelitian ini harus dipahami sebagai hubungan konseptual,
potensi risiko, dan mekanisme yang mungkin memengaruhi kesiapan pembuktian
administratif, bukan sebagai bukti bahwa kelemahan pengelolaan arsip secara langsung

menentukan hasil suatu perkara.

. Saran
Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan dalam pengelolaan arsip,

diperlukan langkah perbaikan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Upaya
tersebut tidak hanya diarahkan pada pembenahan arsip secara fisik, tetapi juga
mencakup penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

perlindungan arsip vital, serta pengawasan secara berkala. Hal ini penting karena arsip
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memiliki fungsi strategis sebagai sumber informasi, alat pertanggungjawaban

administrasi, dan alat bukti dalam penyelesaian perkara pertanahan.

1.

Perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan.
Pengelolaan arsip membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman teknis
mengenai siklus kearsipan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan,
hingga penyusutan arsip. Peningkatan kompetensi ini bertujuan agar petugas arsip
mampu melaksanakan penataan, penyimpanan, klasifikasi, alih media, serta
penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diperlukan penambahan arsiparis atau petugas pengelola arsip pada satuan kerja.
Ketersediaan arsiparis menjadi faktor penting karena pengelolaan arsip tidak dapat
dilakukan secara optimal apabila hanya menjadi tugas tambahan bagi pegawai yang
memiliki beban kerja lain. Penempatan arsiparis atau petugas khusus kearsipan
akan membantu memastikan bahwa kegiatan pengelolaan arsip dilaksanakan
secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana
kearsipan. Pengelolaan arsip tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung
oleh fasilitas yang sesuai, seperti ruang penyimpanan arsip yang layak, rak arsip,
boks arsip, folder, label arsip, alat pengendali suhu dan kelembapan, serta
perangkat pendukung digitalisasi.

Perlu dikembangkan aplikasi monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip yang
terintegrasi dalam satu sistem. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau
kondisi pengelolaan arsip pada setiap satuan kerja secara lebih cepat, terukur, dan
transparan. Melalui sistem tersebut, data mengenai nilai monev, capaian indikator,
kelengkapan bukti dukung, kondisi sarana dan prasarana, jumlah arsip yang telah
terdigitalisasi, serta kendala yang dihadapi satuan kerja dapat dihimpun dalam satu

basis data.
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